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ABSTRACT 

The study was conducted with the aim of determining and analyzing the effect of 

local government policy implementation on the effectiveness of the development of 

Ketapanrame Trawas tourist village in Mojokerto Regency. The study was 

conducted using a quantitative approach with a causal associative research type. 

The data collection technique was carried out using a questionnaire involving 

employees of the Tourism Office, village officials, business actors, and tourists. The 

data were collected and analyzed using simple linear regression. The results of the 

study concluded that the implementation of policies had a significant effect on the 

effectiveness of the development of Ketapanrame Tourism Village, Trawas District, 

Mojokerto Regency. However, the r-square value obtained was still below 50%, 

indicating that the implementation of these policies was not yet optimal in supporting 

the development of Ketapanrame Trawas Tourism Village in Mojokerto Regency. 
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ABSTRAK 

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap efektivitas 

pengembangan desa wisata Ketapanrame Trawas Kabupaten Mojokerto. Penelitian 

dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. 

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan kueisoner yang melibatkan 

pegawai Dinas Pariwisata, perangkat desa, pelaku usaha, dan wisatawan. Data 

dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode regresi linier sederhana. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan berpengaruh signifikan 

terhadap efektivitas pengembangan Desa Wisata Ketapanrame, Kecamatan 

Trawas, Kabupaten Mojokerto. Namun, nilai r-square yang diperoleh masih berada 

di bawah 50 persen, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut 

belum optimal dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Ketapanrame 

Trawas Kabupaten Mojokerto. 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemerintah Daerah, Efektivitas, Pengembangan Desa Wisata 
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PENDAHULUAN 
Pengembangan desa wisata merupakan salah satu strategi pemerintah daerah dalam 

meningkatkan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan wilayah, dan memperkuat identitas 

budaya masyarakat pedesaan. Desa wisata diharapkan dapat menjadi motor penggerak 

pembangunan berkelanjutan, karena mampu mengintegrasikan potensi alam, budaya, dan 

aktivitas ekonomi kreatif masyarakat (Nurlena et al., 2021). Kabupaten Mojokerto sebagai 

salah satu daerah penyangga destinasi wisata Jawa Timur memiliki potensi besar dalam 

pengembangan desa wisata, terutama di wilayah Kecamatan Trawas yang dikenal dengan 

panorama pegunungan, suasana alam yang sejuk, serta budaya masyarakat yang khas. Desa 

Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu desa yang 

telah mengalami perkembangan yang signifikan. Setelah dinobatkan sebagai Desa Wisata 

oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019, desa ini semakin dikenal setelah 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan penghargaan Indonesian Tourism 

Village Award (ADWI) 2021. Daya tarik di Ketapanrame meliputi agrowisata, wisata 

edukasi berbasis alam, objek wisata Air Terjun Dlundung, dan acara budaya lokal. Selain itu, 

keberhasilan desa ini tidak lepas dari peran BUMDes Ketapanrame yang berfungsi sebagai 

pengelola utama aset wisata, dengan dukungan masyarakat setempat (Maharani & 

Asmorowati, 2024;Rahayu & Tatak Setiadi, 2025). 

Meskipun demikian, di balik pencapaian tersebut, pengembangan Desa Wisata 

Ketapanrame masih menghadapi berbagai persoalan yang menunjukkan adanya tantangan 

dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah. Salah satu masalah yang cukup menonjol 

adalah ketergantungan terhadap program dan bantuan pemerintah. Meskipun desa wisata ini 

sudah mendapatkan dukungan berupa pembangunan infrastruktur dasar, penataan kawasan, 

dan bantuan promosi, namun kenyataannya implementasi kebijakan belum sepenuhnya 

optimal. Aksesibilitas menuju Air Terjun Dlundung misalnya, masih dinilai kurang 

memadai, terutama bagi wisatawan mancanegara yang mengharapkan fasilitas dengan 

standar yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan 

pemerintah daerah yang mendorong peningkatan kunjungan wisata dengan realisasi di 

lapangan. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Desa Ketapanrame juga 

masih terbatas. Pemerintah daerah memang telah melaksanakan beberapa pelatihan 

pariwisata dan hospitality, namun tidak semua masyarakat desa mampu mengikuti atau 

menerapkan hasil pelatihan tersebut. Masih ditemukan pelaku usaha wisata yang belum 

menerapkan standar pelayanan optimal, baik dalam pengelolaan homestay, produk UMKM, 

maupun jasa wisata. Rendahnya kualitas SDM ini berdampak pada pengalaman wisatawan 

yang pada akhirnya memengaruhi citra desa wisata di mata pengunjung (Khofiya & Awalia, 

2025). 

Masalah lain yang dihadapi adalah ketidakefektifan strategi pemasaran, terutama di 

ranah digital. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata telah menerapkan serangkaian 

program promosi berbasis teknologi, namun promosi Desa Wisata Ketapanrame masih 

bergantung pada penggunaan media sosial komunitas dan jaringan lokal. Ketidakhadiran 

strategi pemasaran terintegrasi membuat desa ini kurang kompetitif dibandingkan dengan 

objek wisata lain di kawasan Trawas dan Pacet yang lebih berkembang. Kondisi ini berarti 

bahwa strategi promosi yang diterapkan belum sepenuhnya mampu meningkatkan daya tarik 

wisata desa. Selain itu, kondisi partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata juga 

belum merata. Meskipun terdapat beberapa warga yang aktif dengan melalui BUMDes, ada 

beberapa masyarakat yang masih pasif atau bahkan tidak percaya terhadap manfaat 

keberadaan desa wisata. Bagian keuntungan pun beberapa warga mengeluhkan seolah belum 

adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Seperti itu menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan pemerintah daerah akan meningkatkan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya 

memunculkan pemerataan dan inklusivitas. Di sisi lain, keberlanjutan lingkungan juga 

menjadi tantangan. Kegiatan pariwisata yang berkembang seringkali menghadapi masalah 

penumpukan sampah, kerusakan ekosistem, dan polusi. Di Desa Ketapanrame, peningkatan 

kunjungan wisatawan ke Air Terjun Dlundung justru menimbulkan masalah berupa 

penumpukan sampah plastik dan keterbatasan kapasitas parkir. Meskipun pemerintah daerah 

telah mengeluarkan regulasi terkait tata kelola lingkungan, namun implementasinya masih 
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lemah di tingkat lapangan sehingga menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan sumber daya 

alam. 

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan 

pemerintah daerah dalam mengembangkan desa wisata dengan hasil nyata yang dicapai. 

Implementasi kebijakan yang belum konsisten dapat berdampak pada efektivitas 

pengembangan Desa Wisata Ketapanrame, baik dari sisi peningkatan jumlah wisatawan, 

kontribusi terhadap ekonomi masyarakat, keberlanjutan lingkungan, maupun citra destinasi. 

Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah 

Daerah terhadap Efektivitas Pengembangan Desa Wisata Ketapanrame Trawas Kabupaten 

Mojokerto” menjadi penting untuk dilakukan. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei (Dzulfikri & 

Kusworo, 2017; Mursyidah et al., 2023). Penelitian dilaksanakan di Desa Ketapanrame, 

Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Adapun definisi operasional dan indikator 

variabel dalam penelitian ini adalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah (X) 

Implementasi kebijakan pemerintah daerah merupakan proses pelaksanaan keputusan atau 

program yang telah ditetapkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tertentu, terutama 

dalam konteks pengembangan sektor pariwisata desa. Implementasi kebijakan pemerintah 

daerah diukur dengan indikator, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi 

(Yusuf et al., 2025). 

2. Efektivitas Pengembangan Desa Wisata (Y) 

Efektivitas pengembangan desa wisata adalah tingkat keberhasilan pelaksanaan program 

atau kegiatan pengembangan wisata desa dalam mencapai tujuan peningkatan daya tarik 

wisata, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi lokal. Efektivitas 

pengembangan desa wisata diukur dengan indikator ketepatan sasaran program, sosialiasi 

program, tujuan program dan pemantauan program (Yusuf et al., 2025). 

Populasi dalam penelitian ini mencakup pegawai Dinas Pariwisata, perangkat desa, pelaku 

usaha, serta wisatawan, dengan metode pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling. Total responden yang terlibat berjumlah 130 orang. Data dikumpulkan melalui 

kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan di Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto 

dengan sampel yang diperoleh sebanyak 56% responden merupakan masyarakat/pelaku 

usaha lokal, 22% perangkat desa, 12% pegawai Dinas Pariwisata, dan 10% wisatawan. 

Berikut hasil pengujian validitas dan reliabilitas intrumen dalam penelitian ini: 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Variabel Indikator R hitung Cronbach's Alpha 

Implementasi Kebijakan 

Komunikasi 0.502 

0.872 
Sumber Daya 0.712 

Disposisi 0.499 

Struktur Birokrasi 0.720 

Efektivitas Pengembangan 

Desa 

Ketepatan Sasaran Program 0.831 

0.905 
Sosialisasi Program 0.781 

Tujuan Program 0.812 

Pemantauan Program 0.710 
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Berdasarkan pengujian di atas, diketahui bahwa untuk variabel implementasi kebijakan 

memperoleh nilai r hitung terendah 0,499 dan nilai tertinggi sebesar 0,720. Sedangkan 

variabel efektivitas pengembangan desa wisata memperoleh nilai r hitung terendah 0,710 dan 

nilai r hitung tertinggi sebesar 0,831. Berdasarkan pendapat Santoso (2018), nilai r hitung > 

0,3 dinyatakan valid. Adapun uji reliabilitas variabel implementasi memperoleh nilai 

cronbach’s alpha sebesar 0,872 dan variabel efektivitas pengembangan desa wisata 

memperoleh nilai cronbach’s alpha sebesar 0,905. Berdasarkan pendapat Santoso (2018), 

nilai cronbach’s alpha > 0,6 dinyatakan reliabel. Adapun hasil statistic deskriptif dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Deskripsi Jawaban Responden 

Variabel Indikator 
Jawaban Responden 

Total Mean 
STS TS N S SS 

Implementasi 

Kebijakan 

Komunikasi 5 14 5 35 71 543 4.18 

Sumber Daya 1 25 15 41 48 500 3.85 

Disposisi 24 1 13 25 67 500 3.85 

Struktur Birokrasi 34 29 18 28 21 363 2.79 

Efektivitas 

Pengembangan 

Desa 

Ketepatan 

Sasaran Program 26 12 5 35 52 465 3.58 

Sosialisasi 

Program 18 26 12 32 42 444 3.42 

Tujuan Program 2 15 5 52 56 535 4.12 

Pemantauan 

Program 0 25 4 58 43 509 3.92 

Sumber: Hasil Olah Peneliti (2025) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator komunikasi 

sebesar 4,18 yang termasuk kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara 

pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan 

pengembangan desa wisata berjalan cukup efektif. Informasi mengenai program, kebijakan, 

dan pelaksanaan kegiatan dapat tersampaikan dengan baik kepada para pemangku 

kepentingan. Indikator dengan nilai terendah adalah struktur birokrasi sebesar 2,79 yang 

berada pada kategori rendah. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat kendala birokratis 

seperti alur koordinasi yang panjang, kurangnya kejelasan pembagian tugas, dan lambatnya 

proses pengambilan keputusan di tingkat daerah maupun desa. Struktur birokrasi yang belum 

optimal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan 

pengembangan desa wisata (Kristanti & Sukmana, 2023; Witin et al., 2024). 

Untuk variabel efektivitas pengembangan desa wisata, diketahui untuk indikator tujuan 

program memiliki nilai tertinggi sebesar 4,12 dan termasuk kategori tinggi, menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menilai tujuan dari program pengembangan desa wisata 

sudah jelas dan terarah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta 

memperkuat potensi lokal. Sementara itu, dua indikator lainnya yaitu ketepatan sasaran 

program dengan nilai rata-rata sebesar 3,58 dan sosialisasi program dengan nilai rata-rata 

sebesar 3,42 masih berada pada kategori sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa masih perlu 

peningkatan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar program benar-benar tepat 

sasaran, serta perlu memperkuat kegiatan sosialisasi dan promosi agar masyarakat lebih 

memahami manfaat dan peran mereka dalam pengembangan desa wisata (Allyreza & 

Winangsih, 2023; Noviasari et al., 2025). Berikut hasil uji normalitas data dalam penelitian 

ini.  
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Tabel 3. Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 130 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .99322551 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .073 

Positive .063 

Negative -.073 

Test Statistic .073 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

Sumber: Hasil Olah Peneliti (2024) 

 

Berdasarkan Tabel 3, diketahui nilai signifikansi dari uji kolmogorov-smirnov sebesar 

0,200 > 0,05. Artinya data dalam penelitian ini terdistribusi normal dan dianalisis lebih lanjut. 

Adapun hasil analisis data adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis 

Variabel 
Koefisien 

(B) 

t-

hitung 

Sig. 

(p) 

R = 

0,652 

R² = 

0,425 

Konstanta 12.315         

Implementasi Kebijakan 

Pemerintah Daerah (X) 0.684 9.762 0.000 0.652 0.425 

Sumber: Hasil Olah Peneliti (2025) 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,684 dengan 

nilai signifikansi (p) = 0,000 < 0,05, yang berarti bahwa implementasi kebijakan pemerintah 

daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengembangan Desa Wisata 

Ketapanrame Trawas. Nilai R² sebesar 0,425 mengindikasikan bahwa 42 persen variasi dalam 

efektivitas pengembangan desa wisata dapat dijelaskan oleh variabel implementasi kebijakan 

pemerintah daerah. Sementara itu, sisanya sebesar 57,5 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, seperti tingkat partisipasi masyarakat, 

dukungan sektor swasta, kegiatan promosi, serta ketersediaan infrastruktur. 

Temuan studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah memiliki 

dampak yang signifikan terhadap efektivitas pengembangan Desa Wisata Ketapanrame 

Trawas. Hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan pengembangan kawasan wisata tidak hanya 

bergantung pada potensi lahan, ekonomi, dan partisipasi masyarakat, tetapi juga sangat 

bergantung pada beberapa kebijakan efektif yang diterapkan oleh pemerintah daerah.  

Implementasi kebijakan bukanlah sekadar penerapan undang-undang atau program, 

melainkan mencakup seluruh tahapan mulai dari penyampaian kebijakan, ketersediaan 

sumber daya sehari-hari, disposisi pelaksanaan, hingga efektivitas struktur birokrasi. Ketika 

seluruh komponen tersebut berjalan baik, maka program pengembangan desa wisata dapat 

mencapai tujuan secara optimal, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan 

jumlah wisatawan, serta keberlanjutan kegiatan ekonomi lokal (Areros et al., 2022; Dangi & 

Jamal, 2016). 

Berdasarkan dari deskripsi jawaban responden, diketahui bahwa indikator komunikasi 

memperoleh nilai tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah 

daerah, perangkat desa, dan masyarakat berjalan efektif. Informasi kebijakan dapat 

tersampaikan dengan baik sehingga pelaksana di tingkat desa memahami arah dan tujuan 

program pengembangan wisata. Namun demikian, indikator struktur birokrasi memperoleh 

skor terendah, menunjukkan masih adanya hambatan administratif dalam pelaksanaan 

kebijakan. Hal ini sejalan dengan teori Edward III (1980) yang menyatakan bahwa kegagalan 

implementasi sering kali disebabkan oleh lemahnya struktur birokrasi dan koordinasi antar 

aktor (Baldo, 2022; Kamaruddin & Ikhsan, 2025; Kanon, 2024). Dengan demikian, meskipun 

arah kebijakan sudah jelas, proses pelaksanaannya masih dapat terhambat oleh panjangnya 

rantai birokrasi dan ketidaktepatan koordinasi antarinstansi. Secara teoritis, hasil penelitian 

ini memperkuat pandangan bahwa implementasi kebijakan publik harus dilihat sebagai proses 
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interaksi dinamis antara berbagai elemen pelaksana. Dalam kasus Ketapanrame, keberhasilan 

kebijakan pengembangan desa wisata tidak hanya berasal dari keputusan pemerintah daerah, 

tetapi juga dari dukungan sumber daya lokal dan komitmen pelaksana di lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator target program memperoleh nilai rata-rata 

tertinggi, yang menandakan bahwa mayoritas responden menilai tujuan pengembangan Desa 

Wisata Ketapanrame sudah jelas dan terfokus. Pemerintah daerah bersama aparatur desa telah 

menetapkan target yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

pengembangan potensi wisata alam dan budaya. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat 

efektivitas pengembangan Desa Wisata Ketapanrame sangat bergantung pada ketepatan 

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan sumber daya, 

koordinasi pelaksanaan, serta efektivitas komunikasi program. Ketika komunikasi efektif dan 

sumber daya memadai, maka masyarakat akan lebih terlibat aktif, dan pada akhirnya tujuan 

pengembangan desa wisata akan tercapai dengan lebih baik (Bhuiyan et al., 2023). 

Terdapat pengaruh positif dan signifikan implementasi kebijakan daerah terhadap 

efektivitas pengembangan desa wisata Ketapanrame Trawas Kabupaten Mojokerto. Selaras 

dengan studi yang dilakukan Yusuf et al., (2025), yang membuktikan bahwa implementasi 

kebijakan daerah mampu meningkatkan efektivitas pengembangan desa wisata. Ketika 

kebijakan diterapkan dengan baik dan didukung oleh koordinasi antarinstansi yang solid, 

maka tujuan program pengembangan desa wisata akan tercapai secara optimal. Selain itu, 

hasil ini juga konsisten dengan temuan Raynaldi et al., (2024) yang menegaskan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan desa dalam 

menyediakan sumber daya manusia, finansial, dan kelembagaan yang memadai, serta adanya 

keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan program. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa semakin baik pelaksanaan kebijakan daerah, maka semakin efektif pula 

pengembangan desa wisata, karena kebijakan tersebut menjadi penggerak utama dalam 

mengintegrasikan potensi lokal, memperkuat koordinasi antar aktor, dan menciptakan sinergi 

antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan pariwisata 

berkelanjutan (Dias et al., 2024). 

Implikasi dari hasil penelitian adalah bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat 

kapasitas implementasi kebijakan dengan memastikan alur komunikasi yang terbuka dan dua 

arah antara pembuat kebijakan, perangkat desa, serta masyarakat. Disisi lain, diperlukan 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia lokal guna melaksanakan program desa wisata 

secara mandiri dan berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran dalam memperbaiki struktur 

birokrasi guna lebih responsif dan efisien sebagau upaya mencukung kegiatan desa wisata. 

Selain itu, pertisipasi masyarakat diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi 

pengembangan desa wisata. Dengan langkah-langkah tersebut, efektivitas kebijakan daerah 

dalam mengembangkan desa wisata akan semakin optimal dan berkontribusi langsung 

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. 
 

 

KESIMPULAN  

Hasil penelitian menyimpulkan menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah 

daerah memiliki peran signifikan pada efekticitas pengembangan desa wisata Ketapanrame 

Trawas Kabupaten Mojokerto. Keberhasilan dalam pengembangan desa wisata juga 

tergantung pada sejauh mana kebijakan pemerintah dapat diimplementasikan secara efektif. 

Koordinasi yang baik antara pemerintah, perangkat desa dan masyarakat mampu 

memperkuat kolaborasi serta meningkatkan partisipasi aktif warga dalam mendukung 

program pengembangan desa wisata. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan pada 

aspek birokrasi dan sosialiasi program yang kurang maksimal, sehingga pelaksanaan 

kebijakan belum optimal. Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu faktor yang 

mempengaruhi efektivitas pengembangan desa wisata masih terbatas pada implementasi 

kebijakan pemerintah daerah, tanpa mempertimbangkan faktor lain. Oleh karena itu, 

penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas model analisis dengan memasukkan 

variabel partisipasi masyarakat, strategi promosi digital, serta peran kelembagaan lokal agar 

hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan aplikatif. 
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